PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 20 /PBI1/2010

TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa semakin berkembangnya indBsink Perkreditan
Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disertai
dengan perkembangan produk serta pelayanan terutama
yang berbasis teknologi informasi maka risiko pefaaian
Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah dalam pencucian uang dan pendanaan teroris

semakin tinggi.

b. bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip éhahg
Nasabah Know Your Customer Principles) bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat &yari
yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnalargen

mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlakuraeca

internasional ...




Mengingat:

1.

internasional dalam mendukung upaya pencegahaaktind
pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan

terorisme.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan
pengaturan tentang penerapan program anti pencuaran

dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat &yari

dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992atemtPerbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubakHiera

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas ...



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Nomor 108
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo

108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4324);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang N@mor

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talo@8 2
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN ...




MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERAN

PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME BAGI BANK PERKREDITAN
RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjae :

1.

Bank adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Undadgng Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telabhdddngan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang N@hdrahun 2008
tentang Perbankan Syariah.

Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimakswuahmdéalndang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaitelah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Banlknb Syariah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor &iunl 2008

tentang Perbankan Syariah.

Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebuR Bitlalah BPR
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor RunTal992

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengaang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998.

4. Bank ...



4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnyebdisBPRS adalah
BPRS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Na@mofFahun
2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Direksi:

a. bagi BPR dan BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatilah
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angkad&ng-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, ad2ledksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-UndamgomN5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah Pengsebsgaimana
dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 nrelf92
tentang Perkoperasian.

6. Komisaris :

a. bagi BPR dan BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatalah
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a6gkidang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Bsrbat

b. bagi BPR berbentuk hukum Perusahaan Daerah, addalgawas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-UndamgomN5
Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

c. bagi BPR berbentuk hukum Koperasi, adalah Pengaehagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 melf92

tentang Perkoperasian.

7. Pencucian ...




10.

11.

12.

13.

14.

Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimamaksilid dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak PiBanaucian Uang.

Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekageara langsung
atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebege dimaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak PiBanaucian Uang.

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Sheeoriyang
selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalahaupagcegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang damp&al terorisme.

Transaksi Keuangan MencurigakarBugpicious Transaction) adalah
transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dithaldam Undang-
Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Percuang.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa BPIYBRR memiliki
rekening pada BPR/BPRS tersebut.

Walk in Customer yang selanjutnya disebut sebagai WIC adalah peraggu
jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BHRS tersebut,
tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah @enugasan dari
Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentiigaabah tersebut.
Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang
mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang erétah kuasa atas
terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakyieangendalian melalui
badan hukum atau perjanjian.

Politically Exposed Person yang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah
orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memaikiekangan publik

diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaidnaa&sud dalam

eraturan ...



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

peraturan perundang-undangan yang mengatur mendamielenggara
Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggotai politik yang
memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasiosudai politik.
Customer Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah
kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan petaaan yang dilakukan
BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi utiéak sesuai
dengan profil pengguna jasa bank.

Enhanced Due Dilligence yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah
CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR daPRB untuk
mendalami profil calon Nasabah, Nasabah daneficial Owner yang
tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap Wggkinan pencucian
uang dan pendanaan terorisme.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangam s@lanjutnya disebut
sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksuaimdédindang-
Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana Percuang.
RekomendasiFinancial Action Task Force yang selanjutnya disebut
sebagai Rekomendasi FATF adalah rekomendasi st@athemegahan dan
pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terof@sig dikeluarkan
oleh FATF.

Lembaga Negara/Pemerintah adalah lembaga yang ikieka@lvenangan
di bidang eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

BPR/BPRS Pengirim adalah BPR/BPRS yang mengirimkanintah
pemindahan dana.

BPR/BPRS Penerima adalah BPR/BPRS yang menerimantgier

pemindahan dana.

Pasal 2 ...



(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 2
BPR dan BPRS wajib menerapkan program APU dan PPT.
Dalam penerapan program APU dan PPTPRBdan BPRS
wajib berpedoman pada ketentuan yang ditetapkaand®&eraturan Bank

Indonesia ini.

Pasal 3
Program APU dan PPT pada BPR dan BPRS merupakaianbagri
pengelolaan risiko BPR dan BPRS secara keseluruhan.
Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimpkgdadPasal 2 ayat
(1) paling kurang mencakup:
a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kebijakan dan prosedur;
c. pengendalian intern; dan
d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelatihan.

BAB I
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pengawasan aktif Direksi BPR dan BPRS paling kuremenpcakup hal-hal

sebagai berikut:

a.

memastikan BPR dan BPRS memiliki kebijakan dan g@os program
APU dan PPT;

b. menqusulkan ...




mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis prograRl) dan PPT
kepada Dewan Komisaris;

memastikan penerapan program APU dan PPT dilakaansdsuai dengan
kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dites@pk

membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pagayang
bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT wlidkaPusat;
memastikan bahwa unit kerja/pegawai yang melaksan&kbijakan dan
prosedur program APU dan PPT terpisah dari unijakgggawai yang
mengawasi penerapannya;

pengawasan atas kepatuhan unit kerja/pegawai dakmerapkan program
APU dan PPT;

memastikan bahwa kantor cabang BPR dan BPRS mep@dawai yang
bertanggungjawab terhadap program APU dan PPT,;

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulrsgerai program APU
dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembaraghuk,pjasa, dan
teknologi BPR dan BPRS serta sesuai dengan perkeyabamodus
pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan

memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegéavkait dan
pegawai baru, telah mendapatkan pengetahuan yarkaithe dengan

program APU dan PPT secara berkala.

Pasal 5

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan KonssBRR dan BPRS paling

kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a.persetujuan ...




1)

(2)

3)

(4)

-10 -

persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapgram APU dan PPT;
dan

pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Dieeskadap penerapan
program APU dan PPT.

Pasal 6
BPR dan BPRS wajib membentuk unit kerja khusus alan/ menunjuk
pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab atasgpem program
APU dan PPT.
Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS sefagai dimaksud
pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Direktur.
BPR dan BPRS memastikan bahwa pegawai di unit Kdrssus atau
pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan progRl dan PPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kermamyang memadai
dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh dktsabah dan
informasi lainnya yang terkait.
Dalam hal BPR dan BPRS tidak dapat membentuk wrjalkkhusus atau
menunjuk pegawai yang bertanggungjawab atas pemenamgram APU
dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) malgsifaliimaksud

dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

Pasal 7

Unit kerja khusus atau pegawai BPR dan BPRS yartgrimggungjawab terhadap

program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalarh@agat (1) wajib:

a. memantau ...
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memantau adanya sistem yang mendukung program ARPHT;

memantau pengkinian profil Nasabah dan profil @&ssNasabah;

melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap palaka kebijakan
program APU dan PPT dengan unit kerja/pegawai iterkeang
berhubungan dengan Nasababh;

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah isesiemgan

perkembangan program APU dan PPT yang terkinkaiproduk BPR dan

BPRS, kegiatan dan kompleksitas usaha BPR dan BERS,volume

transaksi BPR dan BPRS;

menerima laporan transaksi keuangan yang berpotesmscurigakan dari

unit kerja atau pegawai terkait yang berhubungamgae Nasabah dan

melakukan analisis atas laporan tersebut;

menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakariageran lainnya

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengaangenai

Tindak Pidana Pencucian Uang untuk disampaikan depBPATK

berdasarkan persetujuan Direktur;

memantau bahwa:

1) terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setrd@pkerja atau
pegawai terkait kepada unit kerja khusus atau pagayang
bertanggungjawab terhadap penerapan program APWPE&rdengan
menjaga kerahasiaan informasi;

2) unit kerja atau pegawai terkait mempersiapkan Epomengenai
dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum

menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau @eggang

ditunjuk ...



3)
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ditunjuk yang bertanggungjawab terhadap penerapagrgm APU
dan PPT,;

area yang berisiko tinggi, terkait dengan APU ddnAT Rdengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumbemiaso yang

memadai.

BAB Il
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 8

(1) Dalam menerapkan program APU dan PPT, BPR dan BB memiliki

kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurangncakup hal-hal

sebagai berikut:

a.

-~ 0o o o T

= Q@

pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:

1) permintaan informasi dan dokumen;

2) verifikasi dokumen; dan

3) pengkinian dan pemantauan.

penatausahaan dokumen;

pemindahan dana;

penutupan hubungan dan penolakan transaksi;
ketentuan mengenBeneficial Owner;

ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan PEP;
pelaksanaan CDD yang lebih sederhana; dan

pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga.

(2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud paddBywajib:

a. dituangkan ...




3)

1)

(2)

3)

-13 -

a. dituangkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan PrograndARPBPT,;
b. mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; dan

c. diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan.

Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada @y, harus
mempertimbangkan faktor teknologi informasi yang rpbéensi

disalahgunakan oleh pelaku pencucian uang atawapaad terorisme.

Pasal 9
BPR dan BPRS wajib melakukan CDD pada saat:
a. melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
b. melakukan hubungan usaha dengan WIC;
BPR dan BPRS juga wajib melakukan CDD dalam hal:
a. terdapat keraguan atas kebenaran informasi yangrikiim oleh

Nasabah, penerima kuasa, dan/&eneficial Owner; atau

b. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yadggd terkait

dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme
Terhadap Nasabah yang telah ada sebelum peratitaerlaku, BPR dan
BPRS wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatdasarkan
materialitas dan risiko dalam hal:
a. terdapat transaksi dalam jumlah yang signifikan;
b. terdapat perubahan standar dokumentasi yang mendasa
c. terdapat perubahan pola transaksi yang signifikan;
d. BPR dan BPRS mengetahui adanya kekurangan inforoeasiatau

dokumen yang diperlukan; dan/atau

e. menggunakan...
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e. menggunakan rekening anonim atau rekening yangdikasikan

menggunakan nama fiktif.

Pasal 10

(1) Dalam melakukan penerimaan Nasabah, BPR dan BPR$b wa

(2)

3)

menggunakan pendekatan berdasarkan risiko dengamemenpokkan

Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya p&aou uang atau

pendanaan terorisme.

Pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat ristkagsémana dimaksud

pada ayat (1) paling kurang dilakukan dengan mékak@analisis terhadap:

Q

a
b
C.
d
e
f.

identitas Nasababh;

lokasi usaha Nasabah;

profil Nasabah;

nilai transaksi;

kegiatan usaha Nasababh;

struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; dan

informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengutingkat

risiko Nasababh.

Ketentuan mengenai pengkategorian tingkat risikacpeian uang atau

pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud padélagiian diatur lebih

lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 11 ...



1)

(2)

3)

(4)

-15 -

Pasal 11

BPR dan BPRS wajib :

a. meminta informasi calon Nasabah dan WIC sebelumakn&bn
hubungan usaha, termasuk identitas calon Nasabadp g#uktikan
dengan keberadaan dokumen pendukung;

b. meneliti kebenaran dokumen pendukung identitasnddksabah; dan

c. melakukan pertemuan langsung/tatap muka dengan bilsabah pada
awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyk&begnaran
identitas calon Nasababh.

Dalam hal pertemuan langsung/tatap muka dengann c®asabah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidplatddilakukan pada

awal hubungan usaha, maka pertemuan dapat dilakdikekemudian hari
sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. calon Nasabah tergolong berisiko rendah; atau

b. dokumen pendukung yang memuat identitas telahalilgoleh pihak
yang berwenang.

BPR dan BPRS dilarang untuk membuka atau memelre&eming anonim

atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

BPR dan BPRS memberikan perhatian khusus terhadegsaksi atau

hubungan usaha dengan Nasabah yang kegiatan uaateakgit dengan

negara yang belum memadai dalam melaksanakan rekiasiecFATF.

Bagian...
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Bagian Kesatu
CUSTOMER DUE DILIGENCE (CDD)
Paragraf 1
PERMINTAAN INFORMASI DAN DOKUMEN

Pasal 12

BPR dan BPRS wajib mengidentifikasi dan mengkliagikan calon Nasabah,

Nasabah daBeneficial Owner ke dalam kelompok perorangan, perusahaan atau

lainnya.

Pasal 13

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 @yabagi calon

Nasabalperorangan paling kurang mencakup :

a. identitas calon Nasabah yang memuat :

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nama lengkap termasuk alias apabila ada;

Nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan mgmkan
dokumen dimaksud;

Alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartatitkes;

Alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor teleppabila ada;
Tempat dan tanggal lahir;

Kewarganegaraan;

Pekerjaan;

Jenis kelamin;

Status perkawinan.

b. identitasBeneficial Owner, apabila calon Nasabah mewalBkneficial

Owner;

C. sumber...
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C. sumber dana;

d. rata-rata penghasilan; dan

e. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transakgiayam dilakukan
calon Nasabah dengan BPR/BPRS.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harwijib didukung

dengan dokumen identitas calon Nasabah dan spesamea tangan.

Pasal 14
(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 @@yabagi calon
Nasabah perusahaan selain Bank paling kurang mapoicak
nama perusahaan;

nomor izin usaha dari instansi berwenang;

a

b

c. alamat kedudukan perusahaan;

d. tempat dan tanggal pendirian perusahaan;

e. bentuk badan hukum perusahaan;

f. identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili
Beneficial Owner;

g. sumber dana; dan

h. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transakg] w&kan

dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS.

(2) Informasi ...




(2)

3)

(4)
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Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hargmpai e wajib

didukung dengan dokumen identitas perusahaan bedmipausaha dari

instansi berwenang.

Untuk Nasabah perusahaan yang tergolong usaha m#mousaha kecil,

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditadeéregan:

a.

spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pamak ditunjuk

mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas namasateaan

dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS;

kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabangy

diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketant yang

berlaku; dan

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau dokumen lainngya

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Untuk Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usak@ dan usaha

kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksadh ayat (2) dan

ayat (3), ditambah dengan:

a.

b
C.
d

laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usahaglsaan;

struktur manajemen perusahaan;

struktur kepemilikan perusahaan; dan

dokumen identitas anggota Direksi yang berwenangwakid

perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dendgiBBRS.

Pasal 15 ...
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Pasal 15
(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 @yabagi calon
Nasabah perusahaan berupa Bank paling kurang ignca
a. nama Bank;
b. nomor izin usaha dari Bank Indonesia;
c. alamat kedudukan Bank;
d. tempat dan tanggal pendirian Bank; dan
e. bentuk badan hukum Bank;
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hargahmpai e wajib
didukung dengan dokumen identitas Bank berupa:
a. izin usaha dari Bank Indonesia; dan
b. spesimen tanda tangan dan surat kuasa kepada plek-yang
ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dais agma Bank

dalam melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

Pasal 16
(1) Untuk calon Nasabah berupa yayasan dan perkumpBRR, dan BPRS
wajib meminta informasi paling kurang sebagai hdrik
nama yayasan/perkumpulan;

nomor izin pendirian dari instansi berwenang;

tempat dan tanggal pendirian yayasan/perkumpulan;

a
b
c. alamat kedudukan yayasan/perkumpulan;
d
e. bentuk badan hukum;

f.

identitas Beneficial Owner, apabila calon Nasabah mewakili

Beneficial Owner;

g. sumber ...



(2)

3)

1)

(2)
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g. sumber dana; dan

h. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksgy wkan
dilakukan calon Nasabah dengan BPR/BPRS.

Untuk calon Nasabah berupa yayasan, informasi s@baga dimaksud

pada ayat (1) wajib didukung dengan dokumen yangwmaé informasi

paling kurang berupa:

a. izin bidang kegiatan/tujuan yayasan;

b. deskripsi kegiatan yayasan;

c. struktur pengurus yayasan; dan

d. identitas anggota pengurus yang berwenang mewgakghsan untuk
melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

Untuk calon Nasabah berupa perkumpulan, informasibagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib didukung dengan dokuryeng memuat

informasi paling kurang berupa:

a. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;

b. nama penyelenggara; dan

c. identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpuldalam

melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS.

Pasal 17
Terhadap calon Nasabah berupa Lembaga Negara/lPéaherBPR dan
BPRS wajib meminta informasi mengenai nama dan alakedudukan
Lembaga Negara/Pemerintah.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wdiflokung dengan

dokumen berupa:

a.surat ...



1)

(2)
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surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenangwakid
Lembaga Negara/Pemerintah dalam melakukan hubungaina
dengan BPR/BPRS; dan

spesimen tanda tangan.

Pasal 18

Informasi yang wajib diminta oleh BPR dan BPRS kigpaVIC sebelum

melakukan transaksi :

a.

Untuk transaksi kurang dari Rp100.000.000,00 (sergita rupiah)
adalah informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasatdt (1) huruf
a angka 1) sampai angka 3) bagi WIC peroranganPdaal 14 ayat
(1) huruf a dan huruf ¢ bagi WIC perusahaan.

Untuk transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratasrypiah) atau
lebih, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maufpeberapa kali
transaksi dalam 1 (satu) hari kerja adalah selumdformasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bHEgip&forangan
dan Pasal 14 ayat (1) bagi WIC perusahaan.

Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) houruiajib didukung

dengan dokumen berupa:

a.
b.

Bagi WIC perorangan adalah dokumen identitas.

Bagi WIC perusahaan adalah:

1) Izin usaha dari instansi berwenang;

2) Surat kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk merygiun
wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahakam d

melakukan hubungan usaha dengan BPR/BPRS; dan
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(2)

3)

(4)

(5)
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3) Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk mi&mil

NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
VERIFIKASI DOKUMEN
Pasal 19
BPR dan BPRS wajib melakukan verifikasi terhadakudmen pendukung
yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalssal B8 ayat (1),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16(ayadian Pasal 17 ayat (1)
serta memastikan bahwa data tersebut adalah dagebgmar dan terkini.
BPR dan BPRS dapat melakukan wawancara dengan Nalssibah untuk
meneliti dan meyakini kebenaran dokumen sebagaindamaksud pada
ayat (1).
Dalam hal terdapat keraguan, BPR dan BPRS wajibintarkepada calon
Nasabah untuk memberikan dokumen identitas lainatgar dokumen
pendukung yang dikeluarkan oleh pihak yang berwgnaontuk
memastikan kebenaran identitas calon Nasabah.
BPR dan BPRS wajib menyelesaikan proses verifikigsititas terhadap:
a. calon Nasabah daBeneficial Owner sebelum melakukan hubungan
usaha dengan calon Nasabah.
b. WIC danBeneficial Owner sebelum melakukan transaksi.
Dalam kondisi tertentu BPR/BPRS dapat melakukanuhgan usaha
sebelum proses verifikasi selesai sebagaimana didgtada ayat (4) huruf

a selesai.

(6) Proses ...



(6)

(1)

(2)
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Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayawdfb diselesaikan

paling lambat:

a. untuk Nasabah perorangan, 14 (empat belas) haja ksatelah
dilakukannya hubungan usaha.

b. untuk Nasabah perusahaan, 90 (sembilan puluh) Kesja setelah

dilakukannya hubungan usaha.

Paragraf 3
PENGKINIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 20
BPR dan BPRS wajib melakukan pengkinian data teqhadformasi dan
dokumen Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Padahdd 14, Pasal
15, Pasal 16 dan Pasal 17 serta menatausahakannya.
Pengkinian data terhadap informasi dan dokumen édis@ebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) termasuk didalamnya adpkaigkinian data
terhadap nasabah yang telah melakukan hubungaia sséelum PBI ini
diterbitkan.

Pasal 21

BPR dan BPRS wajib :

a.

memelihara Daftar Teroris berdasarkan data yangricha dari Bank
Indonesia setiap 6 (enam) bulan berdasarkan datadigublikasikan oleh

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);

b. memastikan ...
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memastikan secara berkala nama-nama Nasabah BPRBRRRS yang
memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yangaritum dalam
Daftar Teroris;

memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebghmanformasi lain
yang terkait dalam hal terdapat kemiripan nama bisadengan nama
yang tercantum dalam Daftar Teroris; dan

melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Trans&ksiangan
Mencurigakan dalam hal terdapat kesamaan nama Blasin kesamaan

informasi lainnya dengan nama yang tercantum d&laftar Teroris.

Pasal 22

BPR dan BPRS wajib melakukan :

a. pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidesiti
kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan praefbbdh dan
menatausahakan dokumen sebagaimana dimaksud dasain2R.

b. analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak asedengan profil

Nasabah.

BPR dan BPRS dapat meminta informasi tentang betkkang dan tujuan
transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai agkempgofil Nasabah,

dengan memperhatikan ketentuan digping-off sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindin® Pencucian

Uang.

Pasal 23 ...
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Pasal 23

(1) BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan yadgpat

mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan mealadilaporan secara

efektif mengenai karakteristik transaksi yang diledn oleh Nasabah.

(2) BPR dan BPRS wajib memelihara profil Nasabah pakagang meliputi

informasi mengenai:

a.

b
C
d.
e

pekerjaan atau bidang usaha;

jumlah penghasilan;

rekening lain yang dimiliki, apabila ada;
aktivitas transaksi normal; dan

tujuan pembukaan rekening.

Bagian Kedua
PENATAUSAHAAN DOKUMEN
Pasal 24

(1) BPR dan BPRS wajib menatausahakan:

a.

dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau \&#Gadh jangka

waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:

1) berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengsabhla atau
WIC,; atau

2) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengann@kanomis
dan/atau tujuan usaha.

dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan tkankauangan

dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UrAdadgng yang

mengatur mengenai Dokumen Perusahaan.

(2) Dokumen ...




(2)

(3)
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Dokumen yang terkait sebagaimana yang dimaksud pgda (1) paling

kurang mencakup:

a. identitas Nasabah atau WIC; dan

b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jemsta uang dan
jumlah uang yang digunakan, tanggal perintah tisisasal dan
tujuan transaksi, serta nomor rekening yang tedemgan transaksi.

BPR dan BPRS wajib memberikan informasi dan/atalkuohen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Banknde@o dan/atau

otoritas lain yang berwenang sebagaimana diatuandalperaturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
PEMINDAHAN DANA
Pasal 25

Dalam melakukan kegiatan pemindahan dana untuknkegen Nasabah atau
WIC melalui rekening BPR/BPRS yang ada di Bank Undan/atau Unit Usaha

Syariah :

a.

BPR dan BPRS Pengirim wajib:

1) memperoleh informasi dan melakukan identifikasitesererifikasi
terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, palkugang
meliputi:

a) nomor rekening dan identitas Nasabah pengirim &tantitas
WIC pengirim; dan

b) tanggal transaksi dan nominal.

2) mendokumentasikan ...
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2) mendokumentasikan seluruh transaksi pemindahan dana

b. BPR dan BPRS Penerima wajib memastikan kelengkap&rmasi

Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dinthkada huruf a.

Pasal 26
Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalaml R&dedak dipenuhi, BPR
dan BPRS dengan menggunakan pendekatan berdasarkarapat:
a. menolak untuk melaksanakan pemindahan dana;
b. membatalkan transaksi pemindahan dana; dan/atau

c. mengakhiri hubungan usaha dengan Nasabah.

Pasal 27
Dalam hal terdapat pemindahan dana yang memenitkrikr mencurigakan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang moemgangenai Tindak
Pidana Pencucian Uang, BPR dan BPRS wajib melapopkaindahan dana
tersebut sebagai laporan Transaksi Keuangan Meyakam kepada PPATK.

Bagian Keempat
PENUTUPAN HUBUNGAN USAHA ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI
Pasal 28
(1) BPR dan BPRS wajib menolak melakukan hubungan udahgan calon
Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan d&l&n hal calon
Nasabah atau WIC:

a.tidak ...
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a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dBiasal 13,
Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17; atau
b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikdormasi
yang tidak benar.
(2) BPR dan BPRS dapat menolak transaksi, membatatiasaksi, dan/atau
menutup hubungan usaha dengan Nasdbim hal :
a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tefpgnu
b. BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasbidhsatau
c. penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil iidsa
(3) BPR dan BPRS waijib :
a. mendokumentasikan data calon Nasabah, WIC, ataabdhsyang
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayda(layat (2).
b. melaporkan calon Nasabah, WIC, atau Nasabah sehagai
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam laporansBksi
Keuangan Mencurigakan kepada PPATK apabila trampakgidak

wajar atau mencurigakan.

Bagian Kelima
BENEFICIAL OWNER
Pasal 29
(1) BPR dan BPRS wajib memastikan apakah calon Nasabaih WIC
mewakili Beneficial Owner untuk membuka hubungan usaha atau
melakukan transaksi.
(2) Dalam hal calon Nasabah atau WIC mewaBéneficial Owner untuk

membuka hubungan usaha atau melakukan transaklidBi® BPRS wajib

melakukan ...
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melakukan prosedur CDD terhadapeneficial Owner sebagaimana

dilakukan terhadap calon Nasabah atau WIC.

Pasal 30
(1) BPR dan BPRS wajib memperoleh bukti atas ident&¥atau informasi
lainnya mengendseneficial Owner, antara lain berupa:
a. bagiBeneficial Owner perorangan:

1) dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam R&sayat
(2);

2) hubungan hukum antara calon Nasabah atau WIC dengan
Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan,
surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk laindga;

3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenaniaedn

identitas maupun sumber dana d2emeficial Owner.

b. bagiBeneficial Owner perusahaan, yayasan atau perkumpulan:

1) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 gyadygt
(3) dan ayat (4), pasal 16 ayat (2) dan ayat (3);

2) informasi dan dokumen identitas pemilik atau pedgénrakhir
perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan

3) pernyataan dari calon Nasabah atau WIC mengenaniaean
identitas maupun sumber dana demeficial Owner.

(2) Dalam hal calon Nasabah merupakan Bank lain yangakié Beneficial

Owner, maka dokumen mengen&eneficial Owner berupa pernyataan
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tertulis dari Bank dimaksud bahwa identit8eneficial Owner telah

dilakukan verifikasi oleh Bank lain di dalam negerisebut.

(3) Dalam hal BPR dan BPRS meragukan atau tidak dapgakmi identitas
Beneficial Owner, BPR dan BPRS wajib menolak untuk melakukan

hubungan usaha atau transaksi dengan calon NasthaWIC.

Pasal 31
Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasntiths pemilik atau
pengendali akhiBeneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(1) huruf b angka 2) tidak berlaku baBeneficial Owner berupa:
(1) Lembaga Negara/Pemerintah; atau

(2) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

Bagian Keenam
POLITICALLY EXPOSED PERSON DAN AREA BERISIKO TINGGI
Pasal 32

(1) BPR dan BPRS wajib meneliti adanya calon Nasabaksabah dan
Beneficial Owner yang memenubhi kriteria berisiko tinggi atau PEP.

(2) Dalam hal calon Nasabah diketahui tergolong PEPanBRR dan BPRS
wajib melakukan EDD pada awal melakukan hubungahaislengan BPR
dan BPRS.

(3) Nasabah daBeneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau

PEP dibuat dalam daftar tersendiri.

(4) Kewajiban ...




(4)
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Kewajiban BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pacd €B8)

diberlakukan pula terhadap Nasabah atau WIC yangermea kiriman

uang dari dan/atau melakukan transaksi lainnya atepghak yang berasal

dari negara berisiko tinggi melalui rekening BPRARBPyang ada di Bank

Umum dan/atau Unit Usaha Syariah dalam negeri.

Dalam hal BPR dan BPRS akan melakukan hubungaraugsaigan calon

Nasabah yang tergolong PEP, Direksi BPR/BPRS aabBt Eksekutif

bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usahgard calon

Nasabah tersebut.

Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksada ayat (5)

berwenang untuk :

a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap biElsabah yang
tergolong berisiko tinggi atau PEP; dan

b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghertikaungan

usaha dengan Nasabah aBauneficial Owner yang tergolong PEP.

Pasal 33

BPR dan BPRS wajib melakukan EDD sebagaimana duwiattalam Pasal 32

dengan cara melakukan CDD sebagaimana dimaksudhdd&asal 8 ayat (1)

huruf a serta melakukan kegiatan-kegiatan sebaggiu:

a.

Bagi calon Nasabah:

1) meminta informasi tambahan yang diperlukan untukmastikan
kebenaran profil calon Nasabah; dan/atau

2) meminta dokumen pendukung tambahan untuk meyalahehkaran

informasi mengenai identitas dan sumber dana.

b. Bagi ...
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Bagi Nasabah ataBeneficial Owner:

1)

2)

3)

melakukan kegiatan seperti yang dilakukan terhazdpn Nasabah
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

melakukan analisa secara berkala paling kurangadeyh informasi
mengenai sumber dana, tujuan transaksi, dan hubwmegha dengan
pihak-pihak yang terkait; dan

memantau lebih ketat pola transaksi nasabah ungperkingan

pengkinian profil Nasabah at&eneficial Owner.

Bagian Ketujuh
CDD YANG LEBIH SEDERHANA
Pasal 34

BPR dan BPRS dapat menerapkan prosedur CDD yanlg $elderhana

dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam R3s#&lasal 14, Pasal

15, dan Pasal 16 terhadap calon Nasabah yang timgkeo terjadinya

pencucian uang atau pendanaan terorisme tergoému@in dan memenuhi

kriteria sebagai berikut:

a.
b.

tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gajekaan;

rekening berupa tabungan wajib terkait dengan peabe
kredit/pembiayaan dari BPR/BPRS yang sama;

calon Nasabah berupa perusahaan publik yang tupdd& peraturan
tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjantga; a

. nilai transaksi awal pembukaan rekening dibawah.@31000,00 (satu

juta rupiah).

(2) Dalam ...
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Dalam hal terhadap nilai transaksi awal rekeningagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d ditemukan indikasi transddeiangan yang tidak

wajar yang diduga terkait dengan pencucian uangatian pendanaan

terorisme, Bank wajib melakukan CDD sebagaimanaakismd dalam

Pasal 9.

BPR dan BPRS wajib membuat dan menyimpan daftaralids yang

mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.

Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketergebagaimana

dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib meminfarmasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huamgka 1) sampai

angka 5) dengan disertai dokumen pendukung sebagaidimaksud pada

Pasal 13 ayat (2).

Bagi calon Nasabah perusahaan yang memenuhi katestbagaimana

dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib meminta:

a. informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(Ryauruf a dan
huruf c; dan

b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 aydiu(@f a
untuk perusahaan yang tergolong usaha mikro danaukecil, dan
Pasal 14 ayat (4) huruf d untuk perusahaan yaag§ tefrgolong usaha
mikro dan usaha kecil.

Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana slichgdada ayat (1)

tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi &tasisPencucian Uang

dan/atau Pendanaan Terorisme dan berlaku kete@Ddéh sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian...
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Bagian Kedelapan
PELAKSANAAN CDD OLEH PIHAK KETIGA
Pasal 35
BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang tilakukan oleh
pihak ketiga terhadap calon Nasabahnya yang teltjati nasabah pada
pihak ketiga tersebut.
Hasil CDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ddigahakan oleh
BPR/BPRS apabila pihak ketiga :
a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan Yemtaku;
b. memiliki kerja sama dengan BPR/BPRS dalam bentidepakatan
tertulis;
c. tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenangaisesngan
ketentuan yang berlaku; dan
d. Dbersedia memenuhi permintaan informasi dan salidakumen
pendukung apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh/BPRS dalam
rangka pelaksanaan program APU dan PPT.
BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan idensfikian verifikasi
atas hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak deetisebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
BPR dan BPRS yang menggunakan hasil CDD dari pikakga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung b jawatuk
melaksanakan penatausahaan dokumen sebagaimarksubihtalam Pasal
24.

BAB IV ...
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BAB IV
PENGENDALIAN INTERN
Pasal 36
(1) BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendaliaarmtyang efektif.
(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang etaitiafra lain dibuktikan
dengan:

a. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yasgujeiuk unit
kerja atau pegawai yang terkait dengan penerapzgrgon APU dan
PPT;

b. adanya pemisahan fungsi antara pelaksana penepapgram APU
dan PPT dengan pegawai yang ditunjuk untuk mengaafeltivitas
penerapan program tersebut; dan

c. dilakukannya pemantauan terhadap efektivitas pefeen program
APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern/pegamag ditunjuk

untuk melakukan fungsi pengawasan sebagaimanautkseb pada

huruf b.
BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN
Pasal 37

BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringareehing) dalam
rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegahlakgnnya BPR dan
BPRS sebagai media atau tujuan pencucian uangatalanaan terorisme yang
melibatkan pihak intern BPR/BPRS.

Pasal 38...
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Pasal 38

(1) BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan pelatihan nmamgeogram APU
dan PPT.
Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dhla&kukan dengan

(2)

(1)

cara antara lain:

a.
b.

menyelenggarakaim house training;

mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan yangetigghrakan oleh
pihak lain;

menyelenggarakan forum tukar-menukar informagnoyledge
sharing); dan/atau

melakukan pembelajaran dengan menggunakan saraktaoalk (e-

learning).

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 39

Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT, BRPRB&&RS wajib

menyampaikan:

a.

Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT sebagaimaaiesud
dalam Pasal 8 ayat (2) paling lambat 12 (dua bdia$dn sejak
diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini;

Setiap perubahan Pedoman Pelaksanaan Program ARUPE&
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) palmigat 30 (tiga
puluh) hari sejak perubahan tersebut kepada Baidnksia.

c. Dalam ...
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c. Dalam hal batas akhir laporan sebagaimana dimagadd huruf a
dan b jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, makadakhir laporan
adalah hari kerja berikutnya.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lauddn perubahan
sebagaimana ayat (1) huruf b disampaikan kepada:

a. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM (DKBU), Bank Indosia, Jl.
M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR yandkéeator pusat di
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

b. Direktorat Perbankan Syariah (DPbS), Bank Indonedla M.H.
Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPRS yang beokamuisat di
wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;

c. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPR/BPRS \aerantor

pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Ireka.

Pasal 40

(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan TransaksuaKgan
Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai,lalaoran lain kepada
PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yarengatur
mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.

(2) Kewajiban BPR dan BPRS untuk melaporkan Transakeuakgan
Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 lperlaku untuk
transaksi yang diduga terkait dengan kegiatan isgn@r atau pendanaan
terorisme.

(3) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan TransaksuaKgan
Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat pRdeePPATK paling

lambat ...
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lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRSgattui adanya unsur
Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada (Byadilakukan

dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluakkaiP®ATK.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41
BPR dan BPRS harus melakukan tindakan yang dipamlukntuk mencegah
penyalahgunaan teknologi dalam pengembangan moeosugian uang atau

skema pendanaan terorisme.

Pasal 42
BPR dan BPRS wajib bekerja sama dengan penegakrhdim otoritas yang
berwenang dalam rangka memberantas pencucian uantal pendanaan

terorisme.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 43

(1) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Pedonagnatn APU dan

PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud Bakal 39 ayat (1)
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar RgE0M{lima puluh
ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan palmg banyak sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) BPR ...
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(4)

()

-39 -

BPR dan BPRS vyang terlambat menyampaikan Laporaansaksi
Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud dalzal B@ ayat (3)
dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar REh0M lima puluh
ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan plaimg banyak sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Pedoman RrogRlU dan
PPT dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksudagatdl) dalam
waktu lebih 1 (satu) bulan sejak batas akhir wagdnyampaian dikenakan
sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban meartbagebesar
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BPR dan BPRS yang belum menyampaikan Laporan TkanB@uangan
Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (Andadaktu lebih 1
(satu) bulan sejak ditemukan pada saat pemeriksdia@makan sanksi
berupa teguran tertulis dan kewajiban membayarssebRp3.000.000,00
(tiga juta rupiah).

BPR dan BPRS yang tidak melaksanakan ketentuamgaebana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, PaBals8) 9, Pasal 11, Pasal 12,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasaadal, B8, Pasal 19 ayat (1),
ayat (4), ayat (6), Pasal 20, Pasal 21, Pasaly22(d), Pasal 23, Pasal 24,
Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), ayatRasal 29, Pasal 30, Pasal
32, Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayaP&3pl 36, Pasal 37, Pasal
38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42 dan/atau PaPardturan Bank Indonesia

ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapkénakan sanksi

administratif ...
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administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal B2akh-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimiaiadieibah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 ngndadang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahzalatian berupa:

a.

b
C
d.
e

teguran tertulis;

penurunan tingkat kesehatan Bank;

pembekuan kegiatan usaha tertentu;

pemberhentian pengurus Bank; dan/atau

pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dangatmegang
saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat pedi#ak lulus
dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalatatan
administrasi Bank Indonesia sebagaimana diaturndatatentuan

Bank Indonesia yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44

BPR dan BPRS yang telah memiliki kebijakan dan gulas yang mengacu pada
PBI No0.5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 wajfiienyesuaikan dan

menyempurnakan menjadi Pedoman Pelaksanaan Prddgrahdan PPT paling

lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukanmyatBran Bank Indonesia ini.

BAB X ...
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini tigdekaku bagi Badan Kredit
Desa yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahwz® I19omor 357 dan
Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Prograth Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme bagi BPR dan BPRS diatur d8larat Edaran Bank

Indonesia.

Pasal 47

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini nadsaturan Bank
Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Penerapamsip Mengenal
Nasabah Know Your Customer Principles) bagi Bank Perkreditan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 ndrh6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528)bdicdan dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepgatentuan
mengenai Penerapan Prinsip Mengenal NasaBabow( Your Customer
Principles) selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indones

kecuali diatur tersendiri.

Pasal 48 ...
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Pasal 48

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahl Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yrelaggan
Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatanaigndLembaran Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2010
GUBERNUR BANK INDONESIA

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMORL16
DKBU/DPbS



